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KABUPATEN SERAM,BAGIAN TIMUR
- TAHUN ANGGARAN 2015
w3

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten
Seram Bagian Timur Tahun 2015, perlu dilakukan pengeluaran

anggaran mendahului Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian
Timur Tahun Anggaran 2015.

berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Persetujuan
Penetapan Dana Segra Mendahului APBD Perubahan Tahun Anggaran

2015 Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2015

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan
Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

‘Undang-Undang Nomor 15 Tahur{':z-oofl tentang Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

” Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

~ Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

"~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok . Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009

Nomor 53,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENGGUNAAN
ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015, ‘



" BAB. VI.
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Seram Bagian Timur. :
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ditetapkan di Bula
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Diundangkan di Bula. .
Pada tanggal 21 Mei 2015.

SEKRETARIS DAERAH

PATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
\ L d

RIF MAKMUR, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR



